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ABSTRAK  
 
ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-
2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 
 
Oleh:  
Yeyen Auliasari 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang 
beralamat di JL. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. Metode 
penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang 
didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui 
wawancara dengan Kabid Pajak Daerah. Data sekunder yaitu merupakan data 
yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak 
ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian 
selama periode tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan Pajak Air 
Permukaan tahun 2017-2019 serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 
penerimaan Pajak Air Permukaan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan Pajak 
Air Permukaan tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis, realisasi peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan mengalami 
penurunan sejak tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi peningkatan 
penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau adalah dari tingkat kepatuhan 
para wajib pajak (WP), Program informasi, luas areal pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan, jumlah volume air yang dimanfaatkan. Pemerintah 
Provinsi Riau mengalami kendala dalam meningkatkan penerimaan pendapatan 
Pajak Air Permukaan diantarannya belum semua wajib pajak menggunakan alat 
meteran yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Upaya yang terus 
dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan regulasi kepada wajib 
pajak serta melakukan uji petik terhadap wajib pajak. 
 
  Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, Faktor, Kendala dan Upaya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara yang sumber utama pendapatannya ada pada 
sektor pajak. Seiring dengan menipisnya sumber daya alam minyak bumi dan gas 
alam menyebabkan penerimaan pendapatan Nasional dari sektor migas semakin 
berkurang. Penurunan pendapatan pada sektor migas menjadikan sektor pajak 
sebagai pendapatan utama Nasional. Pajak dianggap pilihan yang paling tepat 
karena jumlah pendapatannya yang relatif stabil dan masyarakat dapat 
berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki peran 
yang sangat penting dalam sebuah Negara. Tanpa pajak kehidupan Negara tidak 
akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, 
biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai 
negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin 
banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang 
dibangun. Hingga saat ini belum ada sumber pendapatan selain pajak yang dapat 
diandalkan sebagai sumber pendapatan utama negara. 
Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan 
agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri 
berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat 
serta pemahaman hak dan kewajiban melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan.  
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Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Undang-Undang No.28 Tahun 
2009 Tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak 
Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah 
provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PKP) dan Pajak Rokok. 
Diantara Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, Pajak Air 
Permukaan. UU No 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua 
air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk laut, baik yang berada dilaut 
maupun di darat. Sedangkan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan 
dan atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana Pajak Air Permukaan 
dapat ditafsirkan sebagai pihak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, 
danau, waduk, dan sebagainya. Sedangkan pengertian Pajak Air Tanah adalah 
pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang 
terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 
Untuk Provinsi Riau Pajak Air Permukaan tersebut dipungut oleh Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berkedudukan di ibukota provinsi. Untuk 
kemudahan dalam pelayanan dibentuklah Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Unit 
Pelayanan (UP) yang berada di Ibukota Kabupaten dan beberapa kecamatan 
sebagai perpanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.  
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Potensi Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau cukup besar mengingat 
banyaknya perusahaan-perusahaan dan industri yang memanfaatkan air 
permukaan dengan skala besar. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan target 
dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau, hal ini dapat kita 
lihat dari data target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi 
Riau pada setiap tahunnya yaitu tahun 2017-2019.  
Dari data yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
mengenai peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan dapat dilihat dari 
pencapaian target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagaimana terlihat dari gambar dalam tabel I.I 
berikut ini: 
Tabel III.1 
Realisasi, Kubikasi dan Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2017-2019 
Tahun 
Jumlah 
WP 
Target Kubikasi (M3) Realisasi % 
2017 336 Rp40.298.089.481 Rp795.573.379 Rp27.379.086.879 67,94% 
2018 341 Rp65.298.089.481 Rp558.262.327 Rp28.957.476.717 44,35% 
2019 352 Rp30.438.711.395 Rp596.335.268 Rp32.084.021.222 105,41% 
Rata-rata 72,56% 
Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel I.I dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Air Permukaan 
tahun 2017-2019 dinilai tidak efektif hal ini disebabkan oleh beberapa kendala 
yang dialami Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diantaranya yaitu belum 
semua wajib pajak (WP) melaksanakan  atau menggunakan alat ukur meteran 
sesuai dengan yang ditetapkan. Tabel I.1 menunjukkan tingkat penerimaan paling 
tinggi adalah pada tahun 2019 dengan persentase 105,41%, sedangkan tingkat 
penerimaan paling rendah ditunjukkan pada tahun 2018 dengan jumlah persentase 
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sebesar 44,35%.Terjadinya peningkatan pada tahun 2019 yaitu dengan 
meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya yaitu sebanyak 
352 lebih banyak dari tahun sebelumnya, serta target yang ditetapkan oleh 
pemerintah berhasil dicapai yaitu sebesar 105,41%. Pada bab pembahasan 
nantinya akan dijelaskan secara rinci mengenai kendala yang dihadapi dalam 
meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Air Permukaan. 
Beberapa upaya terus dilakukan oleh Provinsi Riau melalui Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air 
Permukaan diantaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi berupa pemahaman 
tentang kewajiban membayar Pajak Air Permukaan sesuai dengan prosedur yang 
telah berlaku. 
  Faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Air Permukaan di 
Provinsi Riau adalah dari tingkat kepatuhan para Wajib Pajak (WP), Program 
informasi, luas areal pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, jumlah 
volume air yang dimanfaatkan. Dari faktor itulah yang mempengaruhi tingkat 
penerimaan pajak air permukaan jika maksimal maka tercapailah target yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis akan 
melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS PENINGKATAN PAJAK 
AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH PROVINSI RIAU” 
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1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan penerimaan dari pada Pajak 
Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau? 
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-
2019?  
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya 
peningkatan penerimaan dari pada Pajak Air Permukaan di Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 
2017-2019 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-
2019. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai informasi untuk mengetahui peningkatan Pajak Air Permukaan 
pada tahun 2017-2019 di Provinsi Riau. 
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya dibidang 
perpajakan. 
3. Memberi masukan-masukan bagi instansi terkait dan dapat bermanfaat 
bagi perguruan tinggi. 
 
1.5  Metode Penelitian 
a. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 6 Simpang 
Tiga Pekanbaru. 
b. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Januari 2020 sampai Mei 
2020. 
c. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yaitu data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung 
dari informan) melalui wawancara dengan Kabid Pajak Daerah. Dan juga 
menggunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diambil dari pihak 
lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara 
berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama 
periode tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data penerimaan 
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berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan yang 
diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
d. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang 
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data-data yang 
diperlukan untuk pembahasan penelitian.  
e. Analisis Data 
Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu 
mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan 
kulitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga 
permasalahan terungkap dengan jelas 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data secara 
deskriptif, yaitu dengan mengolah atau menggambarkan data-data yang 
sudah dikumpulkan dan membandingkan dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.  
 
1.6  Sistematika Penelitian 
Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa 
yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan 
Tugas Akhir ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara 
menyeluruh. 
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BAB I      : PENDAHULUAN 
  Pada bab ini mengurai dan membahas secara ringkas tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data 
dan penulisan laporan. 
BAB II     : GAMBARAN UMUM 
  Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan dekripsi atau gambaran 
umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, kemudian 
menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
BAB III     :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 
  Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Pajak, Pajak 
Daerah, Pajak Air Permukaan, Objek Pajak Air Permukaan, Subjek 
Pajak Air Permukaan, Dasar Hukum Dan Dasar Pengenaan Pajak 
Air Permukaan, Tarif Pajak Air Permukaan, Perhitungan Pajak Air 
Permukaan, Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan 
Pajak Air Permukaan, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak, 
Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak, 
Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam, Target dan 
Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2017-2019, Kendala dan 
Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan 
Tahun 2017-2019 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.  
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BAB IV     : PENUTUP 
  Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang 
berisi kesimpulan dan saran mengenai tugas akhir. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI RIAU 
 
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat Gubernur 
Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan 
Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan 
perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan 
daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka 
ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Provinsi Riau.  
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di  sahkan 
oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: 
PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39- 29 Tanggal 31 Maret 
1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur 
Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 
Tanggal 27 November 1980. 
Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat 
pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 
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49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi 
Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat Idengan surat 
keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 
37/11/1982tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut : 
1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.  
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau 
KabupatenDaerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat. 
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau 
KabupatenDaerah Tingkat II Indragiri Hilir Berkedudukan di Tembilahan. 
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya 
Daerah 
5. Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan 
KabupatenDaerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru. 
 
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
A. Visi 
Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau yang Amanah 
dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan 
tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. 
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B. Misi  
1. Meningkatkan pendapatan daerah. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi. 
4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis dibidang 
Pendapatan Daerah. 
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                                                   Gambar II.1 
            Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
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Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang di pimpin oleh Drs. H. 
Indra Putrayana, M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:  
A. Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian perencanaan program 
b. Subbagian keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik 
daerah 
c. Subbagian kepegawaian dan umum 
B. Bidang Pajak daerah terdiri dari: 
a. Subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor 
b. Subbidang penerimaan pajak daerah lainnya 
c. Subbidang verivikasi dan pelaporan pajak daerah 
C. Bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dan bagi hasilterdiri 
dari: 
a. Subbidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya 
b. Subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak 
c. Subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak 
D. Bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan terdiri dari: 
a. Subbidang pengembangan sistem informasi 
b. Subbidang pengembangan pendapatan  
c. Subbidang pengolahan data pendapatan 
E. Bidang Pembukuan, pengawasan dan pembinaan  terdiri dari: 
a. Subbidang pembukuan dan pelaporan 
14 
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b. Subbidang pengawasan dan penerimaan daerah 
c. Subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan 
F. Unit pelayanan teknis (UPT) 
 
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
1. Kepala Badan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah. 
2. Sekretariat 
Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, 
Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian 
Kepegawaian dan Umum.  
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan program 
 Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian   
Perencanaan Program. 
b. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan                                                             
dari masing-masing bidang. 
c. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah unit kerja. 
d. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional  Prosedur. 
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e. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 
koordinasi teknis. 
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 
  Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 
Barang Milik     
 Daerah mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan 
pengelolaan barang milik daerah. 
c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset. 
d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 
keuangan dan asset. 
f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah. 
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g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 
penguasaan Badan Pendapatan Daerah. 
h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan. 
i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi. 
j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban  anggaran; 
k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban dan 
pencatatan aset. 
l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 
kerja 
m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada 
Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah, dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
5. Kepala Bidang Pajak Daerah 
Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan 
koordinasi,fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi 
dan Pelaporan Pajak Daerah. 
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6. Kepala Subbidang penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan  
Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:SS 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
e. Menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi 
terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 
g. Melakukan evaluasi terhada prealisasi penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala. 
h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan 
mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk 
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peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor. 
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Pajak Daerah Lainnya 
Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Pajak Daerah Lainnya. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Pajak Daerah Lainnya. 
c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak 
Daerah Lainnya. 
d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya. 
e. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 
potensi dan kondisi objektif daerah. 
f. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Lainnya secara berkala. 
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g. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam 
rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya. 
h. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak 
Daerah Lainnya. 
i. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian 
penerimaan Pajak Daerah Lainnya. 
j. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 
potensi dan kondisi objektif daerah. 
k. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Lainnya secara berkala. 
l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, 
dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
8. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 
Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 
mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan 
Pelaporan Pajak Daerah. 
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c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi 
dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
d. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke 
Kabupaten/Kota. 
e. Menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk 
penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah. 
f. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak 
Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak 
Daerah, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
9. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana 
Bagi Hasil 
Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan 
Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 
Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan 
Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
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10. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 
Daerah Lainnya 
Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 
Daerah Lainnya mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 
c. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek 
potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 
d. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuai perhitungan pengenaan 
tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 
e. Melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah 
dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 
f. Menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan 
Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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11. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 
Kepala Subbidang Penerimaan Dana BagiHasilPajak mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Dana Bagi Hasil Pajak. 
c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak 
dalam peningkatan pendapatan daerah. 
d. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak. 
e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 
yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum 
daerah. 
f. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil 
Pajak, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
12. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan 
Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah. 
d. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 
yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
f. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil 
Bukan Pajak, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
13. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan 
Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 
mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada 
Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan 
Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan. 
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14. Kepala Subbidang Pengembangan sistem Informasi 
Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pengembangan Sistem Informasi. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 
Sistem Informasi. 
c. Melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, 
Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
d. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di 
bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi 
Pendapatan. 
e. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan 
Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
f. Menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis 
penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, 
sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan 
Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
g. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan 
administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur 
Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
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h. Menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan 
Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
i. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan 
koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistim 
Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan.  
j. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan 
infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan. 
k. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi 
Informasi Pendapatan. 
l. Melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi 
Pendapatan. 
m. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur 
Teknologi Informasi Pendapatan. 
n. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi 
Informasi Pendapatan. 
o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, 
dan 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
15. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan 
Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pengembangan Pendapatan. 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 
Pendapatan. 
c. Melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan. 
d. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah. 
e. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan 
Pendapatan daerah. 
f. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
16. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan 
Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pengolahan Data Pendapatan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan 
Data Pendapatan. 
c. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi 
untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-
masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis.  
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d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data 
Pendapatan. 
e. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang 
Pengolahan Data Pendapatan. 
f. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, 
bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 
g. Menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan, dan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
17. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 
Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 
mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan 
Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah,dan Subbidang 
Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan. 
18. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan 
Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pembukuan dan Pelaporan. 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan 
Pelaporan. 
c. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi 
penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah. 
d. Melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern. 
e. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan 
penerimaan Pendapatan Daerah. 
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
19. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 
Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 
mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pengawasandan Penerimaan Daerah. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan 
Penerimaan Daerah. 
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit 
PelaksanaTeknis/Unit Pelaksana Pendapatan. 
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d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasandan Penerimaan 
Daerah, dan 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
20. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan 
Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan 
mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
SubbidangTindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Pembinaan. 
c. Menfasilitasi TindakLanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun 
internal. 
d. Melakukan pemutakhiran TindakLanjut Hasil Pemeriksaan secara 
berkala. 
e. Memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal. 
f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya 
terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah 
pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan. 
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h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan 
Pembinaan, dan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
  Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data 
yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat 
menarik kesimpulan yaitu: 
1. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan 
di Provinsi Riau adalah dari tingkat kepatuhan para wajib pajak (WP), 
Program informasi, luas areal pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
permukaan, jumlah volume air yang dimanfaatkan. Dari faktor itulah yang 
mempengaruhi tingkat penerimaan pajak air permukaan jika maksimal 
maka tercapailah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017-2019 selain mengalami penurunan 
pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan lebih dari target yang telah 
ditetapkan yaitu terjadi pada tahun 2019, pada tahun 2019 mengalami 
kenaikan sebesar 1,3 Milyar dari tahun sebelumnya.  Pajak Air Permukaan 
rata-rata pada tahun 2017-2019 adalah sebesar 72,56%.  
2. Kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan yaitu 
kurangnya kesadaran masyarakat, adanya tunggakan yang dilakukan oleh 
beberapa perusahaan yang menyebabkan penerimaan Pajak Air Permukaan 
berkurang, dan penggunaan meteran air yang belum ditetapkan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
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3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air 
Permukaan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi berupa 
pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya menaati peraturan yang 
sudah ditetapkan, dalam izin pengambilan pemanfaatan air permukaan 
menggunakan alat ukur meter yang telah ditetapkan, mencari sumber-
sumber potensi baru yang menjadi pemasukan pajak air permukaan serta 
menyampaikan SKPD ke Wajib Pajak dan meningkatkan sarana dan 
prasarana dalam melakukan proses pemanfaatan air permukaan. 
1.2 Saran 
  Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan 
sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerimaan 
pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai 
berikut:  
1. Peningkatan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Riau dinilai kurang optimal, maka peneliti menyarankan kepada Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
dan Unit Pelayanan (UP) yang ada untuk lebih meningkatkan sumber-
sumber penerimaan yang tergolong sebagai objek Pajak Air Permukaan, 
sehingga yang belum teridentifikasi dapat dikenakan pungutan sehingga 
penerimaan Pajak Air Permukaan menjadi lebih optimal. Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga diharapkan menunjuk petugas 
lapangan khusus dalam hal pemungutan Pajak Air Permukaan dan 
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menekankan penggunaan meteran air terhadap pengguna air permukaan 
selaku Wajib Pajak Air Permukaan. 
2. Peneliti menyarankan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit 
Pelayanan (UP) yang ada di Kabupaten/Kota di provinsi Riau unuk terus 
meningkatkan tingkat pelayanan termasuk menindak tegas Wajib Pajak 
yang belum membayar pajak air permukaan dan menunjuk petugas 
lapangan khusus dalam hal pemungutan Pajak Air Permukaan
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Apa saja langkah-langkah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam 
mengoptimalkan pendapatan Pajak Air Permukaan? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan? 
3. Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk 
meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan? 
4. Apakah pendapatan Pajak Air Permukaan dapat mendongkrak Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) provinsi Riau? 
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